BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang:

Mengingat :

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat;

1;

2,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Republik
Indonesia Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5556);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

j 2
2

1.9

Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.

Bupati adalah Bupati Mempawah.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama vang
menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah
kerjanya.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah penerapan unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian
atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
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11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh BLUD UPT Puskesmas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh BLUD UPT Puskesmas maupun masyarakatserta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

12. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
dari BLUD UPT Puskesmas.

13. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD UPT Puskesmas yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD UPT Puskesmas.

14. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
yang seharusnya.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan Akuntansi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

komponen utama kebijakan Akuntansi;

kerangka konseptual Akuntansi BLUD UPT Puskesmas;

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;

kebijakan Akuntansi akun;

kebijakan Akuntansi Aset;

kebijakan Akuntansi Kewajiban;

kebijakan Akuntansi Ekuitas;

kebijakan Akuntansi Pendapatan;

kebijakan Akuntansi Belanja;

kebijakan Akuntansi Pembiayaan; dan

kebijakan Akuntansi Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan

akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak

dilanjutkan dan pos luar biasa.

(3) Kebijakan Akuntansi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantm dalam lampiran yang merupkan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 3

(1) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas dilakukan secara
non tunai.

(2) Pelaksanaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan asas:
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a. efisiensi;
b. keamanan; dan
c. manfaat.
(3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biiaya.
(4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pithak yang
berkepentingan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.
(5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). chamf" c
merupakan manfaat bagi kepentingan puskesmas dan semua pihak
yang berkepentingaan dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-12- 2025
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